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This thesis focuses on optimizing the role of political parties in the political participation of 
the people in the legislative elections by Act No. 2 of 2008 on Political Parties in which the 
study was conducted in West Kalimantan . From the authors of a study using normative legal 
research methods , obtained kesimpulan1 ) . political parties have not been optimized to 
improve the community in any political partisipasipasi legislative elections held due to a) . 
egocentric and arrogant political parties . b ) , inadequate political education . c ) . Improper 
political recruitment . d ) . Momentary interests of political parties . Based on the survey 
results that there is known that the low political participation of the people in the legislative 
election caused by factors include the following : a) . Society made an object not subyek.b ) . 
Representatives of deviant behavior . c ) . There is no direct benefit from the election . d ) . 
Election is right rather than an obligation . 2 ) . in West Kalimantan seems to be no 
significant movements that directly touch the emotional awareness and political 
consciousness that legislative elections be a most important part in the life of the nation . 
Political parties do not have a clear vision and strategy in an effort meningktkan political 
partisipsi society . Most political parties existing center in West Kalimantan only do two (2 ) 
things : First ; political parties only preoccupied with his own party , be it the consolidation 
and completion of internal conflict within the party as well as the determination of candidates 
ahead of legislative elections . Second, briefing - debriefing against its cadres intended for its 
own sake and for the party to gain as many votes and seats in representative institutions in 











Tesis ini menitikberatkan pada optimalisasi peran partai politik dalam meningkatkan 
partisipasi politik masyarakat pada pemilihan legislatif berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dimana studi dilakukan di Kalimantan 
Barat. Dari peneltian penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum 
normatif, diperoleh kesimpulan1). partai politik belum optimal dalam meningkatkan 
partisipasipasi politik masyarakat dalam setiap pemilu legislatif dilaksanakan 
disebabkan  a).egosentris dan arogansi partai politik. b), pendidikan politik yang tidak 
memadai. c). Rekrutmen politik yang tidak tepat. d). Kepentingan sesaat partai politik. 
Berdasarkan hasil-hasil survei yang ada diketahui bahwa rendahnya partisipasi politik 
masyarakat pada pemilu legislatif disebabkan oleh faktor- faktor antara lain sebagai 
berikut : a).Masyarakat dijadikan obyek bukan subyek.b). Penyimpangan perilaku 
wakil rakyat. c). Tidak ada manfaat langsung dari pemilu. d). Pemilu adalah hak 
bukannya kewajiban. 2).  di Kalimantan Barat tampaknya tidak ada gerakan-gerakan 
secara signifikan yang  menyentuh secara langsung kesadaran emosional dan 
kesadaran politik agar pemilu legislatif menjadi bagian yang terpenting dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai politik tidak mempunyai visi dan strategi 
yang jelas dalam upaya meningktkan partisipsi politik masyarakat. Kebanyakan partai 
politik pusat yang ada di daerah Kalimantan Barat hanya melakukan 2(dua) hal : 
Pertama; partai politik hanya disibukkan dengan kegiatan partai sendiri, baik itu itu 
konsilidasi dan penyelesaian konflik intern dalam tubuh partai serta penentuan caleg 
menjelang pemilu legislatif. Kedua; pembekalan-pembekalan terhadap kader-
kadernya ditujukan untuk kepentingan sendiri dan partai untuk mendulang sebanyak-
banyaknya suara dan perolehan kursi di lembaga perwakilan dimana masyarakat 

























A. Latar belakang Penelitian 
Perubahan fundamental pada sistem ketatanegaraan di Indonesia dimulai dengan 
keberhasilan lembaga MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Langkah-langkah 
konstitusional dari lembaga refresentatif rakyat tersebut dengan mengadakan suatu perubahan 
dan pergeseran tatanan kehidupan bernegara. Setidak-tidaknya lembaga-lembaga negara 
banyak yang mengalami perubahan bahkan meniadakan lembaga negara tersebut karena 
secara substansi kewenangan sudah tidak diperlukan lagi. DPR sebagai suatu lembaga politik 
merupakan suatu lembaga yang memang harus tetap ada dalam sebuah negara yang 
demokratis. Kehadiran DPR merupakan jawaban dari sebuah peradaban demokratis yang 
menuntut adanya pengawasan kinerja dari pihak pemegang kekuasaan yakni pemerintah, agar 
tercipta suatu tatanan kehidupan bernegara yang dapat mewujudkan cita-cita dari sebuah 
negara welfare state.  
Kedudukan lembaga DPR  pada hakekatnya berbanding lurus dengan keberadaan 
partai politik. Partai politik merupakan sebuah lembaga yang diberikan wewenang untuk 
mencari sumber-sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk ditempatkan di 
lembaga DPR.dan jabatan-jabatan politis seperti Kepala daerah. Essensinya sebuah partai 
politik merupakan wahana untuk menciptakan kader-kader yang terbaik untuk meraih 
kekuasaan pada satu lembaga negara dan pemerintahan. Sejarah perkembangan partai politik 
di Indonesia telah mengalami pasang surut, kehidupan politik era reformasi telah 
memunculkan banyak partai politik dalam kancah politik nasional. Hal ini dapat dipahami 
karena Indonesia sedang menjalani transisi politik menuju perubahan besar dalam 
berdemokrasi. Kehidupan multi partai dewasa ini mengandung dua implikasi; disamping 
dapat memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses politik karena memang 
substansi demokrasi adalah kesetaraan politik, namun stabilitas politik nasional menjadi 
rentan karena suara rakyat yang menjadi sumber kekuasaan politik terpecah.  
Meskipun demikian, dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk 
menuntut peningkatan peran, fungsi dan tanggungjawab partai politik dalam kehidupan 
demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya 
mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran partai politik di tengah-tengah kehidupan 
masyarakat sejatinya memberikan pencerahan tentang arti penting proses demokrasi sebagai 
media meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, kehadiran partai politik menjadi suatu 
kebutuhan bagi masyarakat.  
Dalam Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2011 dinyatakan bahwan tujuan dan 
fungsi partai politik adalah Tujuan Umum yaitu; a). Mewujudkan cita-cita nasional bangsa 
Indonesia sebagaimana dimaskud dalam Pembukaan Undang Undang b). menjaga dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. c). mengembangkan kehidupan 
demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunju8ng tinggi kedaulatan rakyat dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia d) mewujudkan kesehjateraan bagi seluruh Indonesia. 
Selanjutnya Tujuan Khususnya adalah a). meningkatkan partisip[asi politik anggota dan 
masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan b). 
memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara c). membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Pada sisi lain fungsi dari partai politik adalah a). pendidikan politik bagi anggota 
dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan 
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b). penciptaan 
iklim yang kondusif bagi 4persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan 
masyarakat. c). penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam 
merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. d). partisipasi politik warga negara Indonesia 
e). rekrument politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi 
dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. 
Salah satu tujuan dan fungsi partai politik adalah meningkatkan partisipasi pilitik di 
dalam masyarakat. Partisipasi
1
 diartikan sebagai orang yang ikut berperan serta dalam suatu 
kegiatan. Oleh karena itu, partisipasi politik secara umum dapat dinyatakan sebagai orang-
orang yang berperan serta dalam kegiatan politik. Kegiatan politik tentu mempunyai 
keanekaragaman dari sisi bentuk dan substansi, salah satu kegiatan politik adalah partisipasi 
politik masyarakat pada saat menjalan hak dan kewajibannya untuk memilih para wakil 
rakyat melalui pemilu legislatif baik legislatif tingkat  pusat maupun  pada tingkat daerah 
serta pemilu kepala daerah. Partisipasi politik masyarakat menjadi indicator penentu untuk 
melihat keberhasilan dari suatu kegiatan politik yang telah diagendakan secara sistematis dan 
terstruktur oleh pemerintah. 
Terkait dengan partisipasi politik masyarakat  pada penyelenggaraan pemilu, dari 
data statistik partisipasi pemilih dari 10 kali pemilu legislatif yang pernah dilaksanakan di 
                                                             
1 Tim Penyusun  Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka,  2005.) 
Indonesia sejak tahun 1955-2009 yang diolah dari data KPU Menunjukkan Pemilu Legislatif 
Tahun 1971, merupakan pemilu pertama masa orde baru yang mencapai tingkat partisipasi 
tertinggi yang mencapai angka 96,62 persen. Sedangkan yang terendah adalah Pemilu 
Legislatif 2004, yang mencapai angka 84,07 persen.Sebagai gambaran, Pemilu 1955 dengan 
pemilih terdaftar sebanyak 43.104.464 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 91.41 
persen merupakan pemilu yang dilaksanakan dalam suasana atmospir kebersamaan sebagai 
bangsa dan negara baru masih dirasakan sehingga fenomena golput belum muncul dan motif 
yang melatarbelakanginya dirasakan kurang signifikan untuk munculnya gerakan protes yang 
signifikan. 
Pemilu 1971, merupakan pemilu pertama pada masa orde baru dengan pemilih 
terdaftar sebanyak 58.558.776 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 96,62 persen. 
Pemilu 1977 dengan pemilih terdaftar sebanyak 69.871.092 jiwa dengan partisipasi pemilih 
mencapai 96.52 persen. Pemilu 1982 dengan pemilih terdaftar sebanyak 82.132.195 jiwa 
dengan partisipasi pemilih mencapai 96,47 persen. Pemilu 1987 dengan pemilih terdaftar 
sebanyak 93.737.633 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 96.43 persen. Pemilu 1992 
dengan pemilih terdaftar sebanyak 107.565.413 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 
95,06 persen. Pemilu 1997 dengan pemilih terdaftar sebanyak 125.640.987 jiwa dengan 
partisipasi pemilih mencapai 93,55 persen. Pemilu 1999 dengan pemilih terdaftar sebanyak 
118.158.778 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 92,74 persen. Pemilu Legislatif 2004 
dengan pemilih terdaftar sebanyak 148.000.369 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 
84,07 persen, dan pada pemilu legislatif 2009 partisipasi pemilih mencapai 70,09 persen. 
Data-data statistik di atas merupakan gambaran untuk mengindikasikan bahwa 
partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum  legislatif  tidaklah terlalu signifikan 
untuk dapat dikatakan partisipasi politik masyarakat cukup tinggi, artinya rendahnya 
partisipasi politik masyarakat menjadi bagian dari tanggungjawab partai politik jika dikaitkan 
dengan tujuan dan fungsi partai politik sebagaimana yang digariskan oleh  peraturan 
perundang-undangan. Kecenderungan akan semakin rendahnya partisipasi politik masyarakat 
pada setiap kegiatan politik, tentu akan membawa dampak yang tidak baik pada kehidupan 
demokrasi yang akan dibangun.  
Dari uraian diatas, membuat penulis tertarik untuk melalukan penelitian dalam 
bentuk tesis dengan judul “OPTIMASLISASI PERAN PARTAI POLITIK DALAM 
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILU 
LEGISLATIF  BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 
TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI DI KALIMANTAN BARAT). 
B. Rumusan Masalah Peneltian 
Berdasarkan uraian pada latar belakang peneltian di atas, maka dirumuskan masalah 
penelitian sebagai berikut: 
1. Mengapa partai politik belum optimal dalam menjalankan tujuan dan fungsinya 
dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan legislatif  di 
Kalimantan Barat. 
2. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh partai politik dalam menjawab 
persoalan terhadap  rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan 

























A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partai Politik Belum Optimal Dalam     
Meningkatkan Partisipsi Politik Dalam Pemilu Legislatif. 
Pentingnya Partisipasi politik  Masyarakat dalam Pemilu menjadi indikator yang 
paling mudah dalam menentukan sebuah Negara tersebut demokratis atau tidak, karena 
Pemilu memberikan sebuah momentum kepada masyarakat untuk menentukan arah 
perkembangan sebuah Negara. Pada Pemilu, masyarakat dapat memilih para wakilnya dan 
menentukan siapa yang akan memimpin sebuah Negara pada nantinya. Untuk itu, momentum 
Pemilu juga membutuhkan sebuah pemkasimalan keterlibatan masyarakat. Tanpa adanya 
pemaksimalan pelibatan masyarakat, maka Pemilu hanya akan menjadi instrumen formal dan 
indikator penilaian demorkasi saja, tanpa adanya substansi. Dengan demikian, partisipasi 
masyarakat dalam proses penyelenggaran Pemilu harus terus ditingkatkan.Namun, kondisi 
yang terjadi tidaklah demikian, hasil evaluasi Pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa 
tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu selalu menurun. Hal ini dapat 
diketahui dengan semakin meningkatnya angka pemilih yang tidak menggunakan hak 
pilihnya/menjadi golongan putih (golput) dalam Pemilu. 
Ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan mengapa partai politik belum optimal 
dalam meningkatkan partisipasipasi politik masyarakat dalam setiap pemilu legislatif 
dilaksanakan: 
1. egosentris dan arogansi partai politik 
partai politik selalu mengatakan bahwa partainya merupakan partai yang memiliki 
tingkat kepercayaan paling tinggi dimasyarakat, indikatornya selalu mengandalkan 
hasil survei lembaga-lembaga penelitian yang ada tentang elektalibilitas partai. 
Disadari atau tidak  arogansi dan keegoan partai muncul, seharusnya seluruh partai 
yang ada kembali kepada peran dan tujuan partai itu sendiri sebagaimana yang diatur 
oleh undang-undang, bukan merasa dirinya besar karena hasil survey yang diwakili 
oleh sebagian kecil masyarakat dan mampu menempatkan jumlah relatif banyak 
dikursi lembaga perwakilan rakyat. Data-data yang ada menunjukkan persentase 
pemilih lebih kecil dibanding dengan yang tidak memilih, artinya masih banyak 
masyarakat yang tidak perduli dengan keberadaan partai dan kehadiran partai dan itu 
menandakan lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh orang-orang partai tidak 
mencerminkan seutuhnya lembaga perwakilan rakyat itu sendiri. 
 
 
2. pendidikan politik yang tidak memadai. 
Kesadaran sebagian besar masyarakat untuk tidak menggunakan haknya dalam 
pemilu legislatif membuktikan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh parpol 
sama sekali tidak optimal. Hampir tidak pernah ada parpol yang secara sistematis dan 
terstruktur memberikan pendidikan dan pencerahan politik bagi masyarakat. 
Masyarakat hanya disuguhkan pada pertikaian-pertikaian antar parpol yang akhirnya 
tidak membawa kemajuan melainkan menimbulkan apatisme dan pesimisme yang 
berakhir pada ketidakpedulian masyarakat itu sendiri terhadap parpol.  
3. Rekrutmen politik yang tidak tepat. 
Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk 
memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat 
banyak untuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi 
setiap warga negara. Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan 
strategis bisa menjauhkan arah perjuangan dari cita-rasa kemakmuran, kesejahteraan, 
dan keadilan bagi masyarakat luas. Oleh karena itulah tidaklah berlebihan bilamana 
dikatakan bahwa rekrutmen politik mengandung implikasi pada pembentukan cara 
berpikir, bertindak dan berperilaku setiap warga negara yang taat, patuh terhadap hak 
dan kewajiban, namun penuh dengan suasana demokrasi dan keterbukaan 
bertanggung jawab terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Namun bila dikaji secara sekilas sampai dengan saat 
inipun proses rekrutmen politik belum berjalan secara terbuka, transparan, dan 
demokratis yang berakibat pemilihan kader menjadi tidak obyektif. Proses penyiapan 
kader juga terkesan tidak sistematik dan tidak berkesinambungan. Partai politik dalam 
melakukan pembinaan terhadap kadernya lebih inten hanya pada saat menjelang 
adanya event-event politik. 
Partai politik sebagian besar tidak mampu menempatkan kader-kader politiknya yang 
terbaik untuk ikut dalam pemilu legislatif. Penempatan kader selalu didasarkan pada 
pertimbangan-pertimbangan subyektif tertentu tanpa melihat kemampuan dan 
pendedikasian kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi merasa bingung 
siapa yang harus dipilihnya dalam pemilu legislatif. Pada posisi seperti ini, money 
politik menjadi sangat rentan, keterlibatan sebagian masyarakat untuk berpatisipaasi 
politik dalam pemilu bukannya didasarkan atas kesadaran politik melainkan karena 
uang.  
 
4. Kepentingan sesaat partai politik. 
Selama ini parpol hanya mengejar kekuasaan bukannya kepercayaan pada masyarakat. 
Aktivitas parpol baru terlihat ketika menjelang pemilu dimana selebaran-selebaran, 
pamplet dan baleho-baleho muncul disana-sini. Anehnya dari seluruh alat peraga 
tersebut tidak ada satupun yang memberikan dan memotivasi masyarakat utuk 
berpartisipasi aktif dalam pemilu. semuanya selalu mengatakan “pilihlah saya” . peran 
partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat juga belum terlaksana 
sesuai dengan yang diharapkan. Partai politik cenderung terperangkap oleh 
kepentingan partai dan/ atau kelompoknya masing-masing dan bukan kepentingan 
rakyat secara keseluruhan. Sebagai akibat daripadanya adalah terjadinya ketidak 
stabilan sistem kehidupan politik dan kemasyarakatan yang ditandai dengan berganti-
gantinya kabinet, partai politik tidak berfungsi dan politik dijadikan panglima, aspirasi 
rakyat tidak tersalurkan, rasa keadilan terusik dan ketidakpuasan semakin mengental, 
demokrasi hanya dijadikan jargon politik, tapi tidak disertai dengan upaya 
memberdayakan pendidikan politik rakyat.  Partai politik yang diharapkan dapat 
mewadahi aspirasi politik rakyat yang terkristal menjadi kebijakan publik yang 
populis tidak terwujud. 
Untuk menjadi penyeimbang dan pembanding belum optimalnya partai politik 
dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif, maka faktor masyarakat 
itu menjadi bagian yang sangat penting juga untuk di ketahui. Berdasarkan hasil-hasil survei 
yang ada diketahui bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif 
disebabkan oleh faktor- faktor antara lain sebagai berikut : 
1. Masyarakat dijadikan obyek bukan subyek 
Selama ini masyarakat hanya dimbau untuk datang ke TPS untuk melakukan 
pencoblosan dalam pemilu, tidak ada komitmen untuk mengedepankan dan 
mengugah kesadaran politik masyarakat untuk menanamkan rasa memiliki 
masyarakat terhadap pemilu. 
2. Penyimpangan perilaku wakil rakyat 
Wakil-wakil rakyat yang telah terpilih selama ini tidak lagi mengemban 
fungsinya sebagai wakil rakyat, melainkan menyakiti haari masyarakat itu 
sendiri. Banyak skandal yang terjadi baik perselingkuhan, tindakan koruptif dan 
sebagainya menjadi bagian dari kehidupan wakil-wakil rakyat. Partai politik 
yang seharus melakukan tindakan tegas terhadap wakil-wakilnya yang ada di 
lembaga perwakilan rakyat ternyata melindungi dan kerap menutupi perilaku 
tersebut. 
3. Tidak ada manfaat langsung dari pemilu 
Pemilu merupakan sarana untuk mendapatkan kekuasaan dan melakukan 
peralihan kekuasaan secarah sah. Namun kegiatan pemilu tidak berdampak 
langsung terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. Contoh sangat 
sederhananya adalah penggangguran. Pemilu yang diselenggrakan ternyata tidak 
mampu memberi pengharapan dan kehidupan yang wajar bagi masyarakat. 
Pengangguran terus tumbuh seiring dengan pemilu itu sendiri.  
4. Pemilu adalah hak bukannya kewajiban. 
Hak dalam ilmu hukum adalah peranan seseorang yang mempunyai sifat 
fakultatif. Artinya boleh dilaksanakan boleh juga tidak dilaksanakan. Untuk 
melaksanakan hak ini maka kepada individu diberikan perlindungan agar setiap 
individu bebas untuk melaksanakan haknya atau tidak. Jika kita kaitkan dengan 
“hak memilih” maka itu berarti setiap individu bebas untuk memilih atau tidak 
memilih. Setiap individu bebas untuk memilih pilihannya apa yang dia 
dambakan dan bebas untuk tidak memilih satu pun pilihannya. Dalam undang-
undang yang berlaku sekarang, memilih adalah hak, itu berarti tidak ada 
kewajiban bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu dan tidak ada akibat 
hukum yang ditimbulkan karena tidak menggunakan hak tersebut. Pada kondisi 
seperti ini maka tidak tidak ada satupun kembaga yang dapat memaksakan 
kehendaknya kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilu 
legislatif. Oleh karena itu menggugah kesadaran menjadi elemen yang terpenting 
bagi parpol. 
B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi 
politik masyarakat di kalimantan Barat. 
 
Dalam analisis politik modern partisispasi politik merupakan suatu masalah yang 
penting. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan 
seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara 
lain dengan jalan memilih dalam pemilu yang  secara langsung atau tidak langsung, 
memengaruhi kehidupan kebijakan (public policy). 
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 
(Pemilu), menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi 
menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan 
negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada 
hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah 
memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar 
dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan 
demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat. 
Sistem politik Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama 
penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa Partai Politik. Karena begitu 
pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya partai politik berbuat sesuatu yang 
dapat menumbuhkembangkan secara aktif partisipsi politik masyarakat dalam pemilu. khusus 
di Kalimantan Barat tampaknya tidak ada gerakan-gerakan secara signifikan yang  
menyentuh secara langsung kesadaran emosional dan kesadaran politik agar pemilu legislatif 
menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai politik 
tidak mempunyai visi dan strategi yang jelas dalam upaya meningktkan partisipsi politik 
masyarakat.  
Kebanyakan partai politik pusat yang ada di daerah Kalimantan Barat hanya 
melakukan 2(dua) hal : Pertama; partai politik hanya disibukkan dengan kegiatan partai 
sendiri, baik itu itu konsilidasi dan penyelesaian konflik intern dalam tubuh partai serta 
penentuan caleg menjelang pemilu legislatif. Kedua; pembekalan-pembekalan terhadap 
kader-kadernya ditujukan untuk kepentingan sendiri dan partai untuk mendulang sebanyak-
banyaknya suara dan perolehan kursi di lembaga perwakilan dimana masyarakat dijadikan 
obyek semata-mata. 
Kenyataan ini  jelas tidak banyak berpengaruh bagi pendidikan politik dan partisipasi 
politik masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kesadaran politik masyarakat yang terbangun 
selama ini meskipun dengan tingkat pastisipasi politik yang rendah dalam pemilu legislat if 










1. Pentingnya Partisipasi politik  Masyarakat dalam Pemilu menjadi indikator yang 
paling mudah dalam menentukan sebuah Negara tersebut demokratis atau tidak, 
karena Pemilu memberikan sebuah momentum kepada masyarakat untuk 
menentukan arah perkembangan sebuah Negara. Pada Pemilu, masyarakat dapat 
memilih para wakilnya dan menentukan siapa yang akan memimpin sebuah Negara 
pada nantinya. Untuk itu, momentum Pemilu juga membutuhkan sebuah 
pemkasimalan keterlibatan masyarakat. Tanpa adanya pemaksimalan pelibatan 
masyarakat, maka Pemilu hanya akan menjadi instrumen formal dan indikator 
penilaian demorkasi saja, tanpa adanya substansi. Dengan demikian, partisipasi 
masyarakat dalam proses penyelenggaran Pemilu harus terus ditingkatkan.Namun, 
kondisi yang terjadi tidaklah demikian, hasil evaluasi Pemilu sebelumnya 
menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu 
selalu menurun. Hal ini dapat diketahui dengan semakin meningkatnya angka pemilih 
yang tidak menggunakan hak pilihnya/menjadi golongan putih (golput) dalam Pemilu. 
Ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan mengapa partai politik belum optimal 
dalam meningkatkan partisipasipasi politik masyarakat dalam setiap pemilu legislatif 
dilaksanakan:  a).egosentris dan arogansi partai politik. b), pendidikan politik yang 
tidak memadai. c). Rekrutmen politik yang tidak tepat. d). Kepentingan sesaat partai 
politik. Berdasarkan hasil-hasil survei yang ada diketahui bahwa rendahnya partisipasi 
politik masyarakat pada pemilu legislatif disebabkan oleh faktor- faktor antara lain 
sebagai berikut : a).Masyarakat dijadikan obyek bukan subyek.b). Penyimpangan 
perilaku wakil rakyat. c). Tidak ada manfaat langsung dari pemilu. d). Pemilu adalah 
hak bukannya kewajiban. 
2. di Kalimantan Barat tampaknya tidak ada gerakan-gerakan secara signifikan yang  
menyentuh secara langsung kesadaran emosional dan kesadaran politik agar pemilu 
legislatif menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Partai politik tidak mempunyai visi dan strategi yang jelas dalam upaya meningktkan 
partisipsi politik masyarakat. Kebanyakan partai politik pusat yang ada di daerah 
Kalimantan Barat hanya melakukan 2(dua) hal : Pertama; partai politik hanya 
disibukkan dengan kegiatan partai sendiri, baik itu itu konsilidasi dan penyelesaian 
konflik intern dalam tubuh partai serta penentuan caleg menjelang pemilu legislatif. 
Kedua; pembekalan-pembekalan terhadap kader-kadernya ditujukan untuk 
kepentingan sendiri dan partai untuk mendulang sebanyak-banyaknya suara dan 
perolehan kursi di lembaga perwakilan dimana masyarakat dijadikan obyek semata-
mata. 
B. Saran. 
1. partai politik harus secara terstruktur memberikan edukasi politik bagi masyarakat, 
dengan cara pendekatan-pendekatan langsung ataupun melalui penyuluhan-
penyuluhan agar terbangun kedekatan emosional tidak saja dengan partai melainkan 
pemilu legislatif itu sendiri. 
2. partai politik lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dibandingkan 
kepentingan partai, sehingga kekuasaan yang diraih diperuntukan bagi kepentingan 
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